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PERBEKEL PEJARAKAN
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Menimbang

TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PEJARAKAN

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2)

huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun
Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan)
tahun;

bahwa Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengéh Desa Tahun
2020-2025 sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum yang berlaku sehingga perlu
lakukan perubahan;;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b
di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-
2025;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);




10,

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);




Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Partisipatif ~dan Terintegrasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun
2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 0);

14, Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Pejarakan Tahun 2019 Nomor 7 );

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJARAKAN
DAN
PERBEKEL PEJARAKAN

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR. 5 TAHUN. 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pejarakan Nomor 5
Tahun 2020 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2
RPJM  Desa merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman
bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan

pembangunan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tahun




2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
(1) RPJM Desa Tahun 2020-2027 memuat :
a. kondisi umum Desa;
b. visi Desa;
c. misi Desa;
d. arah kebijakan pembangunan Desa; dan
e. rencana/program kegiatan pembangunan Desa
yang meliputi bidang penyelenggaran
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa. |
(2) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan
kondisi objektif Desa dan prioritas program dan
kegiatan pembangunan Daerah.
(3) RPJM Desa tahun 2020-2027 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam
penyusunan RKP Desa.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
Sistematika RPJM Desa tahun 2020-2027 adalah
sebagai berikut :
a. BABI Pendahuluan
b. BABII Gambaran Umum Desa
c. BAB Il Proses Penyusunan RPJM Desa
d. BABIV Potensi dan Rumusan Permasalahan Desa
e. BABV Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan
Desa, Arah kebijakan Pengelolaan
KeuanganDesa dan Rencana Kegiatan Desa

f. BAB VI Penutup




4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 5

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang
tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa Nomor 5
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2020-2025 dilakukan
perubahan dan penyesuaian sebagaimana pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Desa ini.

Pasal II
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Desa Pejarakan

Ditetapkan di Pejarakan
pada tanggal 20 September 2024

Diundangkan di Pejarakan
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DESA PEJARAKAN
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NI GUSTI NYOMAN DEWI SUYANTI

LEMBARAN DESA PEJARAKAN TAHUN 2024 NOMOR




